
LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Tegal Tahun 2019 – 2023 

Tahun Target Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

2019 14.035.101.838 11.831.366.630 

2020 14.673.027.047 11.772.249.328 

2021 15.139.922.649 12.589.043.054 

2022 17.973.671.189 14.224.585.073 

2023 18.040.545.374 15.184.535.889 

Sumber : BAKEUDA Kota Tegal, 2024 

  



Lampiran 2. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Tahun 

2019 – 2023 

Tahun Total Target (Rp) Total Realisasi (Rp) 

2019 278.824.617.000 297.677.322.000 

2020 265.624.908.000 266.602.913.426 

2021 325.204.856.000 314.882.915.345 

2022 397.432.834.000 356.086.294.958 

2023 644.108.297.924 507.159.894.553 

Sumber : BAKEUDA Kota Tegal, 2024 

  



Lampiran 3. Data Laporan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2019 

 
 

  



Lampiran 4. Data Laporan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 

 
 

  



Lampiran 5. Data Laporan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 

  



Lampiran 6. Data Laporan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 

 
 

  



Lampiran 7. Data Laporan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2023 

 
  



Lampiran 8. Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana penerimaan PBB-P2 dari tahun 2019 sampai dengan 2023 ? 

2. Apa yang dilakukan pemerintah agar warga mau membayar PBB-P2? 

3. Faktor apa saja yang membuat warga telat membayar PBB-2? 

4. Mengapa target ketetapan PBB-P2 setiap tahunnya tidak selalu sama? 

5. Bagaimana sistem pemungutan PBB-P2 di Badan Keuangan Daerah Kota 

Tegal? 

  



Lampiran 9. Hasil Wawancara 

1. Cukup efektif, karena kesadaran wajib pajaknya yang kurang. 

2. Melakukan sosialisasi akan pentingnya membayar pajak 

3. Sering menunda-nunda waktu yang telah ditentukan untuk membayar 

• Faktor ekonomi 

• Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran yang baik untuk 

membayar 

• Adanya Covid-19 dan berkegiatan di rumah saja/WFH (Work From 

Home) 

4. Karena setiap tahunnya NJOP mengalami perubahan yang membuat target 

menjadi berbeda-beda. 

Badan Keuangan Daerah Kota Tegal melakukan pembagian tugas disetiap bidang 

untuk melakukan pemungutan PBB-P2 setiap minggunya, dengan cara membuka 

pelayanan di beberapa Kelurahan dan melakukan sistem Door To Door (D2D) 

untuk Wajib Pajak yang sudah melewati batas waktu pembayaran. 
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